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BAB IlI

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian bab sebelumnya mengenaipelaksanaan keselamatan
dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja wanita di PT. Golden Manyaran
Semarang dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan keselamatan dan
kesehatan kerja (K3) bagi pekerja wanita di PT. Golden Manyaran Semarang
telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, namun memang masih ada beberapa pelaksanaan keselamatan
dan kesehatan kerja (K3) yang kurang maksimal, seperti pelatihan kerja bagi
pekerja yang hanya diberikan di awal saja, tidak adanya dokter jaga dan
transportasi siaga di sekitar gedung produksi bila terjadi kecelakaan kerja,serta
tidak diberikannya air conditioner atau AC di setiap bagian ruang produksi.
B. Saran
1)  Saran yang perlu diperhatikan bagi PT. Golden Manyaran Semarang
adalah perusahaan hendaknya lebih memperhatikan keselamatan dan
kesehatan kerja (K3) para pekerja wanitanya dengan mengatur kembali
suhu ruangan di gedung produksi agar para pekerja tidak merasa terlalu
panas juga menyediakan dokter jaga dan transportasi siaga di sekitar
gedung produksi bila ada kecelakaan kerja. Selain itu, perusahaan
hendaknya memberikan pelatihan kerja secara rutin dan langsung pada

pekerjanya agar mereka mampu memahami dan melaksanakan
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pekerjaannya dengan baik.

Saran yang perlu diperhatikan bagi pekerja wanita PT. Golden Manyaran
Semarang adalah pekerja wanita hendaknya menaati seluruh aturan yang
telah ditetapkan oleh perusahaan dan menggunakan alat pelindung kerja
yang telah disediakan oleh perusahaan guna mencegah kecelakaan kerja

yang dapat terjadi.
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